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ABSTRAK 
 
 Nama         : Alvi Anggriani 
 Nim            : 10400115042 
 Jurusan     : Ilmu Hukum 
 Judul        : Tinjauan Yuridish Terhadap Akuisisi Perusahaan 
 
 
Dalam penulisan skripsi ini, penelitian di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1). 
Bagaimana cara mengetahui proses penyelesaian perbuatan melawan hukum  perkara akuisisi 
perusahaan yang dilakukan oleh KPPU (2). Bagaimana pertimbangan hukum komisi dalam 
menjatuhkan putusan pembayaran denda dalam perkara akuisisi oleh KPPU 
Penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau penelitian kepustakaan.. 
Dalam pengumpulan data digunakan dua macam teknik penelitian yaitu : pendekatan perundang-
undangan (statue approach). Di dalam pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang 
perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau herarki perundang-
undangan, dan juga yang perlu perhatikan keberadaan norma apakah norma itu berada pada 
sebuah peraturan perundang-undangan yang baru. Dan pendekatan kedua yang di gunakan ialah 
pendekatan kasus (case approach) yaitu mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau 
kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus dapat dilihat 
dalam yurishprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian. Kasus-kasus 
tersebut kemudian dipelajari untuk mendapatkan gambaran terhadap dampak dimensi penormaan 
dalam suatu aturan hukum di dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil masukannya dalam 
eksplanasi hukum.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) berdasarkan analisis putusan yang telah penulis 
baca di dalam proses penyelesaian perkara yang di lakukan oleh KPPU pihak terlapor bersifat 
kooperatif sehingga sidang yang dilakukan oleh komisi berjalan dengan lancar dari awal 
pemeriksaan (2) pertimbangan komisi dalam menjatuhkan putusan yang di langgar oleh terlapor 
yakni Pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 
2010 sudah tepat ketika komisi Menghukum terlapor membayar denda sebasar 
Rp.1.000,000,000,- (satu miliar rupiah) yang harus di setorkan kepada kas Negara dan salinan 
bukti pembayaran denda tersebut harus dilaporkan dan diserahkan ke KPPU 
Kata Kunci : Akuisisi, Perusahaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
 
 vii 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ekonomi dan bisnis yang semakin pesat dalam era globalisasi membuat 
para pelaku usaha juga terkena dampak dalam situasi ini.  Agar dapat bersaing dengan 
perusahaan raksasa baik di dalam negeri maupun diluar negeri, lazimnya perusahaan 
memperkuat modal mereka, menekan biyaya produksi, dan berusaha untuk meningkatkan 
kapasitas produksi suatu barang atau jasa  agar dapat mengejar keuntungan pajak tertentu dan 
berusaha berproduksi di titik yang paling efisien agar dapat memperbesar profit yang akan 
mereka terima, dan mengurangi ketidak efisienan  perusahaan.1 Dengan tujuan jangka panjang 
sebagai salah satu strategi agar mereka dapat bertahan di dunia persaingan usaha. 
Kata perusahaan itu sendiri  di dalam kamus bahasa Indonesia2 memiliki dua pengertian 
yaitu :  
a. Onderneming, yang berarti suatu bentuk hukum (rechsvorm) dari suatu perusahaan 
Jadi jika dikatakan onderneming maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada 
bentuk hukumnya dan ini dapat berbentuk dua macam yaitu badan hukum atau bukan 
badan hukum.     
                                                             
1Lay Alexander,Efektifitas Regulasi Marger Dan Akuisisi,(Jakarta:PT.Pustaka Sinar Harapan , 2010),hl.10 
 
2 Departemen pendidikan nasional,kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa (edisi keempat),( Jakarta: 
PT.Gramedia pustaka utama ,2008)hl.982 dan 186 
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b.  Bedrif, yang berarti kesatuan tehnik untuk produksi seperti misalnya Huisvlijt 
(industri rumah tangga atau rumahaan), Nijvverheid (kerajinan atau suatu ketermpilan 
khusus), Fabriek (pabrik). 
Menurut  Molengraaft yang memandang bahwa pengertian perusahaan ialah perbuatan 
yang dilakukan  secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan 
memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian 
perniagaan.3  
Jika di jelaskan secara terperinci maka perusahaan ialah yang menjalankan kegiatannya 
dalam kurun waktu yang relatif lama, tidak hanya di jalankan dalam beberapa minggu atau 
beberapa bulan dan harus di lakukan secara terbuka, dengan tujuan agar  bisa menjalankan 
hubungan dengan siapa saja sehingga kegiatannya dapat dilakukan dengan terus menerus. 
Selanjutnya dengan kulaitas tertentu, bahwa bidang kegiatan yang di lakukan oleh sebuah 
perusahaan harus spesifik ke suatu barang maupun jasa, seperti jasa angkutan umum, atau di 
bidang pedagangan semen, atau pembuatan batako dan sebagainya.  
Sebagai salah satu strategi agar mereka dapat bertahan di dunia persaingan usaha, maka  
para pelaku usaha melakukan banyak cara untuk bertahan ialah salah satunya  dengan cara 
mengambil alih perusahaan lain yang di nilai strategis untuk perusahaan inti. Atau yang lebih di 
kenal dengan kata akuisisi. 
Salah satu kasus yang ada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  yaitu adanya 
pengambil alihan atau akuisi yang di lakukan oleh PT.Citra Asri Property oleh PT.Plaza 
Indonesia Realty TBK  yang telah melanggar  pasal 29 ayat  2 Undang-Undang NO.5 TAHUN 
                                                             
3
 Pendapat Molengraft seperti yang dikutip R.T sutantya R, Handikusuma , dk , dalam bukunya, pengertian 
pokok hukum perusahaan bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di indonesia (Jakarta:rajawali Pers,1991),h.40 
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1999 jo pasal 5 ayat 2 PP Nomor 57 Tahun 2010. Kesalahan PT.Plaza Indonesia Realty TBK 
ialah tidak melaporkan setelah terhitung 30 hari kerja sejak tanggal efektif yuridis 
pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU yaitu pada tanggal 
15 Desember 2014. 
Akuisisi  ialah tindakan korporasi yang sering di lakukan oleh pelaku usaha di Indonesia 
dalam membangun kerajaan bisnis dan permodalan yang mereka miliki agar cepat dalam 
mengakses pasar baru ataupun prodak baru tanpa harus membangun citra pasar ataupun prodak 
baru yang akan mereka pasarkan. Para pelaku usaha ingin melakukan pengorbanan ekonomis 
yang serendah rendahnya dan mendapatkan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya. 
Namun pada sisi lain akuisisi juga dilakukan untuk membangun suatu kekuatan yang secara di 
sadari ataupun tidak di sadari telah mengarah kepada praktek monopoli dan persaingan usaha 
yang tidak sehat, di mana dalam hal ini pemerintah telah melarang dan mengaturnya di dalam 
pasal 29 ayat  2 Undang-Undang NO.5 TAHUN 1999 Tentang Larangan akuisisi.  
Pengambil alihan usaha dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Akuisisi 
internal ialah akuisisi yang di lakukan oleh perusahaan milik sendiri, yang di maksud dalam hal 
ini ialah setiap  kelompok perusahaan atau grup memiliki beberapa perseroan baik dalam bentuk 
usaha yang sejenis maupun tidak sejenis, yang mengalami kekurangan modal, anak perusahaan 
yang tidak mampu menjalankan manajemen perusahaannya dengan baik ataupun anak  
perusahaan yang tidak mampu lagi bertahan di dunia persaingan  usaha. Untuk menyelamatkan 
anak perusahaan tersebut,  perusahaan lain yang lebih sehat dalam grup yang sama 
mengakuisisinya. Sedangkan akuisisi eksternal ialah akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan di 
luar grup dari perusahaan yang mereka miliki. Baik itu sejenis maupun tidak sejenis yang 
mengalami kekurangan modal, yang tidak mampu mengelola manajemen perusahaan mereka, 
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tidak mampu bertahan di dunia persaingan usaha, yang dianggap bermanfaat jika perusahaan 
tersebut mengakuisisinya.4  
        Di dalam proses melakukan akuisisi sebuah perusahaan, perusahaan pengakuisisi perlu 
memperhatiakan dan mempertimbangkan beberapa hal  yang penting, seperti menyeleksi 
perusahaan yang akan di akuisisi, aspek keuangan dan biyaya pengakuisisian, dan pemahaman di 
dalam indikator pembauran sebelum dan setelah akuisisi. 
B. Rumusan Masalah 
   Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :   
1. Bagaimana proses penyelesaian perbuatan melawan hukum  perkara akuisisi perusahaan 
dengan Nomor Perkara Putusan 02/KPPU-M/2017 oleh KPPU ? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum komisi dalam menjatuhkan putusan pembayaran denda 
dalam perkara akuisisi Nomor Perkara Putusan 02/KPPU-M/2017 oleh KPPU? 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan. 
Biasanya penelitian semacam ini juga disebut sebagai legal research atau legal research 
instruction.5  Yaitu metode penelitian yang utamanya mengkaji tentang keputusan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. 
2. Pendekatan Penelitian 
                                                             
4Is Mahmud Sadi,Hukum Perusahaan di Indonesia.(Jakarta:PT.Kharisma Putra Utama, 2016)h.242 
5Soerjono soekanto dk, penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, (Jakarta:rajawali 
pers,2015),hl.23  
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Di dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan dua macam pendekatan 
penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach). Di dalam 
pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang perlu mendapat perhatian 
adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau herarki perundang-undangan, dan 
juga yang perlu perhatikan keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah 
peraturan perundang-undangan yang baru. Dan pendekatan kedua yang di gunakan ialah 
pendekatan kasus (case approach) yaitu mempelajari bagaimana penerapan norma-norma 
atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus 
dapat dilihat dalam yurishprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus 
penelitian. Kasus-kasus tersebut kemudian dipelajari untuk mendapatkan gambaran 
terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum di dalam praktik hukum, 
serta menggunakan hasil masukannya dalam eksplanasi hukum.6    
3. Bahan Hukum 
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan dari atas 
peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pngadilan. Bahan hukum 
primer yang digunakan pada penelitian ini adalah UU No.05 Tahun 1999 tentang 
laporan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan putusan KPPU 
dengan nomor register No.02/KPPU-M/2017. 
b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku teks, jurnal hukum, pendapat 
para ahli, yang didalamnya berhubungan erat dengan pokok permasalahan. 
c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seprti kamus hukum dan 
                                                             
6Jonaedi effendi dk, metode penelitian hukum normative dan empiris (depok: prenada group,2016),hl.146  
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ensiklopedia, kamus hukum sangat berguna untuk mencari pengertian suatu istilah 
hukum, phrase hukum, konsep hukum, serta adagium hukum. Ensiklopedia hukum 
memberi narasi lebh lengkap dari kamus hukum, disusun secara afabetis dan 
dilengkapi dengan istilah atau konsep hukum yang muncul dalam putusan-putusan 
pengadilan.  
d. Teknik pengumpulan bahan hukum 
Dalam melaksanakan, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah 
mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terhadap bahan hukum 
yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan 
masalah dan tujuan penelitian klasifikasi di maksudkan untuk melakukan pemilihan 
bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah. 
e. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum  
Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum yang di gunkan adlah analisis kualitatif 
atau analisis dengan kata-kata yang bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang 
berangkat dari undang-undang untuk melihat pertimbangan komisi. 
F. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan penelitian  
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penilitian, adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang telah di putuskan oleh komisi 
pengawas persaingan usaha terhadap kasus akuisisi perusahaan. 
b. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perbuatan melawan hukum terhadap 
perkara akuisisi perusahaan di lembaga komisi pengawas persaingan usaha. 
2. Kegunaan penelitian 
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Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan: 
a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan 
hukum dalam bidang hukum perdata dan hukum persaingan usaha, khususnya 
mengenai akuisisi perusahaan. Selain ittu penelitian ini jga diharapkan dapat memberi 
sumbangan dalam rangka memperkaya refrensi dalam penelitian dimasa depan dan 
sebgai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum 
b. Di harapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai rancangan Undang-Undang baru 
tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dalam hukum persaingan 
usaha dan dapat digunkan sebagai sayarat untuk memperoleh gelar sarjan (S.H) 
jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum  Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar.  
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BAB II 
AKUISISI PERUSAHAAN 
A. Tinjauan tentang Akuisisi 
1. Pengertian akuisisi 
    Akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi 
(acquirer) sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas saham yang diambil alih 
(acquiree) tersebut. 
      Di dalam Pasal 1 sub 11 UU No.40 Tahun 2007 mengenai akuisisi diatur dalam bab 8, 
istilah yang digunkan ialah pengambilalihan. “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum 
yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham 
perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendaalian atas perseroan tersebut”.  
Sedangkan dalam Pasal1 sub 3 Peraturan Pemerintahan No.57 Tahun 2010 menyatakan 
bahwa akuisisi ialah: 
“pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk 
mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas 
badan usaha tersebut” 
 
      Dengan demikian, menurut istilah undang-undang akuisisi berarti sama dengan 
pengambil alihan, orang perseorangan boleh mengambilalih sebagian besar saham atau 
perseroan. Menurut agus drjanto (1990) merumuskan akuisisi sebagai tindakan pengambil 
alihan (take over) kepemilikan suatu perseroan melalui saham perseroan tersebut. Biasanya 
pihak peng-akuisisi memiliki ukuran yang lebih besar di bandingkan dengan pihak yang di 
akuisisi. Yang di maksud pengendalian kuasa untuk:7 
a. Mengatur kebijakan keuangan dan oprasi perusahaan 
                                                             
7Lay alexander,B.N. Marhabun dkk,Efektifitas Regulasi Marger dan Akuisisi, (Jakarta: PT.Pustaka Sinar 
Harapan)hl. 254  
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b. Mengangkat dan menghentikan manajemen 
c. Mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat dereksi 
2. Macam- macam akuisisi 
Bentuk dasar pengambilalihan, berdasarkan jenis usaha di bedakan atas :8 
a) Akuisisi horizontal ialah akuisisi terhadap perseroan terbatas yang memiliki produk 
atau jasa yang sama. Perusahaan yang diakuisisi dan yang mengakuisisi bersaing 
untuk untuk memasarkan produk atau jasa  yang mereka tawarkan dengan tujuan 
untuk memperluas pasar yang mereka miliki 
b) Akuisisi vertikal ini dilakukan terhdap perusahaan yang berada pada tahap proses 
produksi yang berbeda. Dengan tujuan untuk menguasai mata rantai produktif dan 
distribusi dari hulu hingga ke hilir.  
c) Akuisisi konglomerat ini perusahaan lakukan terhadap perusahaan yang  tidak 
memiikiketerkaitan operasi. Akuisisi jenis ini hanya bertujuan untuk membentuk 
konglomerasi baru atau konglomerasi yanglebih besar lagi.      
Bentuk dasar pengambilalihan berdasarkan motivasi dibedakan atas :9 
a) Financial acquisition atau baisa di sebut dengan akusisi finansial adalah jenis akuisisi 
terhadap satu atau beberapa peseroan tertentu dengan tujuan untuk memeproleh 
keuntungan-keuntungan finansial dengan jalan memperbaiki kondisi perseroan-
perseroan terakuisisi. Perseroan terakuisisi biasanya berada dalam kondisi merugi, 
bebabn utang membesar, distribusi dan pemasaran produktidak lancer, dan harga 
sahamnya di bursa efek turun. Dalam hal ini, perseroan yang terakuisisi mengalami 
                                                             
8
 Erlina, Erlina. "ASPEK YURIDIS TERHADAP AKUISISI MEREK PERUSAHAAN." Jurisprudentie: 
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5.1 (2018): 86-98. 
9 Erlina, Erlina. "ASPEK YURIDIS TERHADAP AKUISISI MEREK PERUSAHAAN." Jurisprudentie: 
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5.1 (2018): 86-98. 
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kesulitan dana,sedangkan perseroan pengakuisisi memiliki kelebihan dana. Setelah 
perseroan terakuisisi itu menjadi sehat, kemudian sahamnya di jual ke pihak lain 
dengan harapan memperoleh keuntungan finansial. 
b) Strategic acquisition atau akuisisi strategi adalah akuisisi yang bertujuan menciptakan 
sinergi berdasarkan pertimbangan jangka panjang. Sinergi ini tidak hanya berupa 
sinergi finansial, tetapi juga sinergi produksi, distribusi, pengembangan teknologi,  dan 
gabungan dari sinergi tersebut. Sinergi yang di kembangkan melalui akuisisi ini 
sebenarnya memiliki misi khusus berupa menciptakan monopoli dan menghapuskan 
persaingan. Dengan kata lain, perseroan hulu sampai perseroan hilir dikuasaioleh 
satuperseroan yang sama.  
                Bentuk dasar pengambilalihan berdasarkan jenisnya di bagi atas dua:10 
a) Akuisisi internal, ialah akuisisi terhadap perseroan terbatas dalam kelompok atau grup 
sendiri. Dalam hal ini ialah, suatu kelompok atau grup memiliki beberpa perseroan, 
baik itu secara sejenis maupun tidak sejenis yang berdiri sendiri sendiri. Di antara 
perseroan dalam satu kelompok/grup itu mungkin mengalami kekurangan modal atau 
manajemen tidak beres, atau dapat di katakana bahwa perusahaan tersebut sudah tidak 
mampu lagi bertahan hidup. Jadi untuk menyelamatkan perseroan tersebut, maka 
perseroan lain yang sehat/kuat dalam satu kelompok/grup yang sama mengakuisisinya. 
b) Akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perseroan diluar kelompok/grup sendiri 
atau terhadap perseroan dari kelompok lain, baik sejenis maupun tidak sejenis dengan 
alasan seperi di atas. Dalam hal ini, akuisisi dapat menyelamatkan perseroan 
terakuisisi dan sebaliknya memperkuat posisi perseroan pengakuisisi, baik itu dari 
                                                             
10Muhammad sadi is.hukum perusahaan di Indonesia (Jakarta:.PT.kharisma putra utama,2016)hl.242-243  
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sinergi finansial maupun sinergi produksi, distribusi, dan pengembangan teknologi 
sehingga memperkuat daya saingnya dan menciptakan monopoli. 
           Bentuk dasar pengambilalihan berdasarkan objek transaksi dibedakan atas:11 
a) Akuisisi saham, untuk dapat di sebut dengan transaksi akuisisi, maka saham yang 
dibeli harus paling sedikit 51% atau paling tidak setelah proses akuisisi, pihak 
pengakiusisi memegang saham 51% berarti hanya jual beli saham biasa dan bukan 
akuisisi.  
b) Akusisi asset, suatu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan jalan 
membeli aktiva perusahaan target tanpa ikut mengambil alih seluruh kewajiban 
perusahaan target tanpa ikut mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan target 
terhadapa pihak ketiga.  
c) Akuisisi kombinasi, adalah kombinasi akuisisi saham dengan akuisisi aset  
d) Akuisisi bertahap, akuisisi tidak dilakukan secara sekaligus tetapi perusahaan target 
menerbitkan convertible bonds, sementara perusahaan pengakuisisi menjadi 
pembelinya. Tahap pertama perusahaan pengakuisisi mendrop dana ke perusahaan 
target lewat pembelian bonds. Tahap selanjutnya bond tersebut ditukar dengan equity, 
jika kinerja perusahaan target semakin baik, hak opsi ada pada pemegang convertible 
bonds yaitu perusahaan pengaukuisisi. 
3. Perbedaan merger dan akuisisi 
 Menurut Brian Coyle12 mencermati penggunaan istilah marger dan akuisisi menyatakan 
bahwasanya pada perinsipnya marger dan akuisisi tidak jauh berbeda. Kedua hal ini terjadi 
                                                             
11Erlina, Erlina. "AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS." Jurisprudentie: Jurusan 
Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4.2 (2017): 109-121. 
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ketika dua perusahaan atau lebih ingin bergabung secara operasional.baik untuk keseluruhan dari 
usaha mereka ataupun sebagian dari usaha mereka.  
             Akuisisi pada sisi lain, adalah pengambilalihan kepemilikan kepemilikan dan kontrol 
manajemen oleh suatu perusahan terhadap perusahaan lain yang diakuisisi atau telah diambil 
alih. Dan selanjutnya brian coyle menjelaskan suatu penggabungan usaha di sebut marger jika:13 
a) tidak adal salah satu perushaan pun yang bergabung dapat disebut sebagai perusahaan 
pengambil alih atau peusahaan yang di ambil alih. 
b) Kedua perusahaan berpartisipasi dalam membentuk struktur manajemen perusahaan hasil 
penggabungan perusahaan tersebut. 
c) Kedua perusahaan yang bergabung pada umunya memiliki ukuran yang hamper sama, 
yang artinya tidak ada dominasi asset antara perusahaan atas perusahaan yang lain. 
d) Hampir semua, atau sebagian besar melibatkan  tukar menukar saham (share swap) , 
dimana tidak terjadi pembayaraan tunai, melainkan yang terjadi adalah penerbitan saham 
baru yang di tukar dengan kepemilikan saham  yang ada dalam perusahaan lain. Dalam 
hal ini marger dan akuisisi teap berbeda karena akuisisi tidak menyebabkan pihak lain 
membubarkan diri mereka sebagai etentitas hukum.Perusahaan yang di akauisisi tetap 
berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi pengendalian perusahaan beralih ke 
pihak yang mengakuisisi perushaan teersebut. Beralihnya kendali berarti pengakuisisi 
memiliki mayoritas saham (voting stock) di perusahaan yang mereka akuisisi, yang 
biasanya kepemilikan saham yang mereka mIliki diatas 50% dari total saham yang ada. 
Antara marger dan akuisisi meskipun berbeda dari segi prosesnya, tetapi tindakan 
                                                                                                                                                                                                    
12
Abi asmana, “merger: pengertian,jenis, tujuan, dan proses merger” di kases dari : 
http://legalstudies71.blogspot.com/2019/05/merger-pengertian-jenis-tujuan-dan.html,  pada tanggal 7 februari 2019 
pukul : 22.52 
13 Susanti adi nugroho.hukum persaingan usaha di Indonesia (Jakarta:.PT.fajar interpratama,2012),hl. 450 
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perusahaan tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain, yaitu tindakan dua atau lebih 
perusahaan yang bergabung menjadi satu perusahaan. Oleh karena itu, istilah marger 
sering di gunakan secara bergantian untuk kedua istilah tersebut. Di amerika serikat, 
istilah marger dan acquisition (M&A) dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk 
transaksi atau konsolidasi hak kepemilikan dan kontrol perusahaan baik dalam bentuk 
akuisisi, marger atau yang lainya. 
B. Tinjauan Tentang Perusahaan 
1. Pengertian perusahaan 
 Menurut menteri kehakiman belanda (minister van justitie nederland) dalam jawabannya 
kepada parlemen bahwasanya mereka menafsirkan pengertian perusahaan sebagai berikut : 
“barulah dapat dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara 
tidak terputus-putus, terang-terangan dan di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba 
bagi dirinya sendiri” 
Sedangkan dalam perumusannya molenggraaf  menjelaskan sebagai berikut: 
“barulah di katakan ada perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk 
memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau 
mengadakan perjanjian perdangangan” 
Di dalam Pasal 1 UU No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, telah menerangkan 
secara secara jelas tentang pengertian perusahaan sebgai berikut:  
“perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat 
tetap dan terus menerus di dirikan, bekerja, serta bekedudukan dalam wilayah Negara Indonesia 
dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.”  
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     Dari pengertian di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan yaitu : 
14
 
a) Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau 
badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan diindonesia 
b) Jenis usaha yang berupa kegiatan di dalam bidang perekonomian yang di jalankan secara 
terus menerus untuk mencari keuntungan.  
Dengan demikian suatu perusahaan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 
a) Badan usaha maksudnya ialah suatu lembaga atau perkumpulan/persekutuan yang 
menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang,firma, 
persekutuan komanditer, perseroan terbatas koperasi dan lain-lain. Badan usaha ini dapat 
dilihat tergantung dari akta pendirian yang di buat da disahkan oleh pejabat yang berwenang. 
b) Kegiatan atau usaha dalam bidang perekonomian dapat dibedakan dalam tiga bidang sebagai 
berikut:  
1. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (commerce) yaitu keseluruhan kegiatan jual 
beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik itu di dalam negeri 
maupun di luar negeri ataupun antar Negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. 
2. Usaha dalam arti kegiatan industri yaitu kegiatan memproduksi  menghasilkan barang 
atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. 
3. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (service) yaitu kegiatan yang 
melaksankan atau menyedikan jasa-jasa yang dilakukan baik perorangan maupun 
suatu badan. 
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 H.zaeni asyhadie dk..hukum perusahaan dan kepailitan(jakarta:PT.gelora aksara pratama,2012h.10-13  
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c) Terus menerus atau tidak terputus-putus, kegiatan di dalam bidang ekonmi tesebut harus 
dilakuakan secara terus menerus,tidak incidental, dan merupakan pekerjaan sehari-hari 
untuk menghasilkan penghasilan dengan menghitung rugi laba. 
d) Secara terang-terngan, yang di maksud dengan secara terang-terangan ialah terbuka untuk 
umum,diketahui oleh semua orang, bebas berhubungan dengan orang lain,diakui dan 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. Seperti dilihat dari surat izin usaha dan izin tempat 
usahanya, serta surat keterangan pendaftaran perusahaan tersebut. 
e) Mengadakan perjanjian perdagangan, maksudnya ialah mengdakan perjanjian jual beli, serta 
mengadkan produksi barang dan jasauntuk dijual kepda pihak ketiga yang biasanya disebut 
dengan konsumen. 
f) Harus bermaksud memperoleh laba, kegiatan perdangan itu dilakukan untuk memperoleh 
“penghasilan,” keuntungan/ laba. 
g) Melakukan pembukaan, yang di maksud dengan melkukan pebukaan disini iala catatan yang 
berisi kan hak dan kewajiban pihak yang melkukan kegiatan perekonomian. UU No.8 Tahun 
1997 yang memmbahas tentang dokumen perusahaan menentukkan bahwa perusahaan harus 
diwajibkan memiliki catatan. Catatan yang di maksud itu sendiri ialah seperti neraca 
tahunan,perhitungan rugi-laba tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan catatan lain 
yang berkaitan dengan kegiatan pereknomian yang di lakukan.  
2. Jenis- jenis perusahaan 
Di dalam peraturan perundangan KUHPerdata, KUHDagang dan peraturan perundangan 
lainnya, pada perinsipnya perusahaan sebagai wahana/pilar untuk pembangunan 
ekonomi, dan perusahaan terbagi atas tiga jenis yaitu;15 
                                                             
15H.zaeni asyhadie dk. Hukum Perusahaan dan Kepailitan (Jakarta: PT.gelora aksara pratama),hl.37-38 
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a) Perusahaan perseorangan 
 Atau juga bisa di sebut juga dengan perushaan prseorangaan, adalah badan usaha yang 
kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Induvidu dapat membuat badan usaha 
perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal 
tanpa adanya batasan untuk mendirikannya.karena pada umumnya perusahaan perseorangan 
yang bermodal kecil, jenis serta jumlah produksi mereka terbatas, memiliki  pekerja/buruh 
yang sedikkit, dan mereka menggunakan alat produksi yang sederhana.perusahaan 
perseorangan dapat berbentuk perushaan dagan/jasa.(misalnya toko sewalayan atau biro jasa 
pengiriman barang) 
b) Perusahaan persekutuan berbadan hukum 
 Perusahaan persekutuan yang bebrbadan hukum juga dapat berbentu perseroan terbatas(PT), 
koperasi, BUMN.perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum 
resmi yang dimilikioleh minimal dua orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku 
pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadiaau perseorangan yang ada didalamnya. 
c) Perusahaan persekutuan bukan badan hukum  
 Perusahaan perseutuan bukan badan hukum atau disebut juga dengan perusahaan 
persekutuan, yang artinya badan usaha yang dumiliki dua orang atau lebih yang secara 
bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Badan usaha yang termasuk 
disini ialah persekutuan perdata, firma, dan perseroan komanditer. 
3. Pengertian Perseroan terbatas (PT)  
        Perseroan terbatas dalam bahasa belanda disebut dengan naamlooze vennootschap (NV) dan 
dalam bahasa inggris di sebut dengan limited (Ltd) company atau limited liability company 
ataupun limited (Ltd) Corporation. Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, perseroan dan 
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terbatas. Perseroan merujuk pada modal yang terbagi atas sero-sero atau saham-saham, 
sedangkan terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas 
pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. 
 Perseroan terbatas merupakan artificial legal person badan hukum buatan. Artinya di mata 
hukum, persamaan adalah persom yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya manusia 
(human person), yaitu sesuai dengan doktrin yang di letakkan house of lords dalam putusan 
Salomon v Salomon dan Co. Ltd. Bahwa suatu perseroan adalah person yang terpisah dari 
pemiliknya.16 
Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan perseroan 
terbatas adalah : 
“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 
persyaratan yang di tetapkan dalam undang-undang ini” 
Berdasarkan pengertian diatas tersebut, maka untuk dapat dikatakan sebagai perusahaan PT 
menurut UUPT  harus memenuhi unsur-unsur : 
1. Berbentuk badan hukum 
2. Didirikan atas dasar perjanjian 
3. Melakukan kegiatan usaha 
4. Modalnya terbagi saham-saham 
5. Memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya 
 
 
                                                             
16
 Erlina, “akibat hukum kepailitan perseroan terbatas “di akses dari  http:// journaluin-
alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie , pada tanggal  25 juli 2019 pukul  20.54 
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4. Jenis-jenis perseroan terbatas (PT) 
 Berdasarkan kriteria yang ditettapkan dalam UUPT dijumpai adanya istiilah perseroan 
terbatastrbuka dan persroan terbatas public.di dalam praktiknya, jenis-jenis perseroan 
terbatas di bedakan menjadi beberapa jenis yakni :  
a. Perseroan terbatas terbuka, yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya 
memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi, perseroan terbatas 
terbuka merupakan perseroan terbatas yang saham-sahamnya bisa dimiliki atau di jual ke 
masyarakat luas melalui bursa, sebagai cara untuk memupuk modal sebagaiinvestasi 
usaha perseroan terbatas, yang dikenal sebagai go public.  
b. Perseroan terbatas public, menurut pasal 1 angka 8 UUPT di berikan arti sebagai 
perseroan terbatas dengan jumlah pemegang saham dan modal disetornya memenuhi 
kriteria dari ketentuan perturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Di jelaskan, 
dalam pasal 1 angka 22 UU No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal, bahwa perusahaan 
public di artikan sebagai perseroan terbatas yang sahamnya telah di miliki sekurang 
kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)  ataupun telah memenuhi suatu 
jumlah pemegang saham dan modal disetor yang di tetapkan oleh peraturan pemerintah. 
c. Perseroan terbatas tertutup, adalah perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya 
bisa di miliki oleh orang-orang tertentu yang telah di tentukan dan tidak menerima 
pemodal dari luar sacra sembarangan. Umumnya, jenis perusahaan ini adalah perseroan 
terbatas keluarga atau kerabat ataupun saham yang sudah tertulis nama pemilik saham 
sehngga tidak mudah di pindah tangankan ke orang lain maupun ke pihak lain. Artinya, 
perseroan terbatas tertutup didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun 
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modal ataupun asosiasi modal. Mengenai perseroan terbatas tertutup dapat di simpulkan 
sebagai berikut : 
a. Dalam akta pendiriannya telah di tentukan pemegang sahamnya 
b. Ciri-cirinya memiliki subyek tertentu, dalam arti tidak mengeluarkan saham untuk 
umum, dan biasanya saham tersebut dimiliki hanya dalam lingkup keluarga 
sendiri. 
c. Manfaat dari peseroan terbatas tertutup ini adlah sahamnya tetap terkoordinasi 
Selain perseroan terbatas tebuka dan perseroan terbatas tertutup, di dalam praktik 
perseroan juga di kenal dengan adanya perseroan kosong, yaitu perseroan terbatas 
yang telah memiliki izin usaha dan izin lainya, namun tidak atau belum 
melakukan kegiatan.   
A. Tinjauan Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
A. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
       KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah sebuah lembaga independen di 
Indonesia yang di bentuk untuk memeneuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang larangan praktik monopoli danpersaingan usaha tidak sehat.17 
Selain itu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah badan yang bertugas 
mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan menjadikan KPPU (Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha) berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, 
saksi, dan pihak lain, baik karena adanya pemeriksaan atas inisiatif dari KPPU (Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha). 
                                                             
17 Andi fahmi lubis,dkk  hukum persaingan usaha antara teks atau konteks,(Jakarta:deutsche gesellschaft 
furtecnische zusammenarbeit(GTZ),2013)hl.147  
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B. Peranan KPPU Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia 
       Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  
(UU Antimonopoli)  di bentuk lah suatu komisi. Pembentukan ini di dasarkan pada pasal 
34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan 
susuanan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan presiden. 
Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No.75 Tahun 1999 dan di beri nama 
komisi pengawas persaingan usaha atau KPPU. 
Dengan demikian, penegakan hukum anti monipoli dan persaingan usaha berada dalam 
kewenagan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang 
berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) 
dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara 
tersebut.  . Pengadilan Negeri di berikan wewenang untuk menangani keberatan terhadap 
putusan yang telah di putus oleh KPPU dan menangani pelanggaran hukum yang bersifat 
pidana karena tidak dijalankanya putusan KPPU yang sudah in kracht. Mahkamah Agung 
di berikan wewenang untuk menyelesaikan perkara pelanggran hukum persaingan apabila 
terjadi kasasi terhadap keputusan Pengadilan Negeri tersebut. 
Sebgai sebuah lembaga yang independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan 
yangdimiliki komisi sangat besar yang meliputi juga kewewnagan yang dimiliki oleh 
lembaga peradilan. Kewenagan itu ialah penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara.  
C. Tugas Dan Wewenang KPPU 
        Pasal 35 UU.No 5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas-tugas dan KPPU terdiri 
dari : 
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1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang 
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat  
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan 
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha. 
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam 
pasal 36. 
5. Memebrikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan 
dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU.No. 5 Tahun 1999  
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR. 
Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pasal 36 UU.No 5 Tahun 1999 memberi 
wewenang kepada KPPU untuk :  
1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan 
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat  
2. Melakukan penelitan tentang dugaan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
3. Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyrakat atau oleh 
pelaku usaha atau yang ditemukan komisi sebagai penelitiannya.  
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4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak 
adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan UU No.5/1999 
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap 
mengetahui pelanggaran ketentuan  UU No.5/1999 
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, dan 
setiap orang yang dimaksud dalam nomor 5 dan 6 tersebut di atas yang tidak bersedia 
memenuhi panggilan komisi  
8. Meminta keterangan dariinstansi pemerntah dalam kaitannya dengan penyelidikan 
dan ataupemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 
No.5/1999 
9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alatbukti lain untuk 
keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan 
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha 
lain atau masyarakat 
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan 
praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat 
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative kepada pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan UU No.5/1999 
      Jadi,  KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyidikan dan akhirnya 
memutuskan apakah pelaku usaha tertentu melanggar  UU No.5/1999 atau tidak. Pelaku usaha 
yang merasa keberatan terhadap putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 (empat 
23 
 
 
belas hari) setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke 
pengadilan negeri. 
13.        KPPU merupakan lembaga administrative. Sebagai lembaga semacam ini KPPU 
bertindak demi kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak subyektif  perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus 
mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan dalam 
menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan 
UU No.5/1999 yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a UU No.5/1999 yakni untuk  “ 
menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai 
salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
A. Tinjauan Teori Hukum  
1. Pengertian hukum 
 Istilah hukum yang ada di Indonesia bersal dari kata bahasa arab qonun atau 
ahkam atau hukm yang memiliki arti hukum.   
Secara etimologis , istilah hukum di Indonesia di sebut law (inggris) dan recht 
(belanda dan jerman) atau droit (prancis). Istlah recht bersal dari bahasa latin rectum 
yang berarti tuntutan atau bimbngan, perintah atau pemerintahan. Rectum dalam 
bahasa romawi adalah rex yang erarti raja atau perintah raja. Istila-istilah trsebut 
dalam bahasa inggris menjadi right (hak atau adil) juga berarti hukum. 
 Istilah law (inggris) dari bahasa latin lex atau dari kata lesere yang berarti 
mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk di beri perintah. Lex juga dari 
istilah legi berartiperaturan atau undang-undang. Peraturan yang dibuat dan disahkan 
oleh pejabat atau penguasa yang berwenang disebut legal atau legi yang berarti 
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undang-undang. Dengan demikian, istilah law,lex,legi, loi, wet, gwsetz, selain berarti 
hukum juga berarti undang-undang. 
  Istilah hukum dalam bahasa latin juga disebut ius dari kata iubere, artinya 
mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataaan mengatur dan memerinah 
berseumber pada kekuasaan Negara atau pemerintah. Istilah ius sangat erat 
dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau iustitia. Justitia, adalah dewi keadilan 
bangsa yunani dan romawi kuno. Iuris atau juris berarti hukum atau kewenagan 
(hak) dan jurist (inggris dan belanda) adalah ahlihukum atau hakim. Istilah 
jurisprudaence (inggris) bersaal dari kata iuris merupakan bentuk jamak dari ius 
yang berarti hukumyang dibuat oleh masyarakatatau sebagai hukum kebiasaan,  
atau berarti hak, dan prudensi berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. 
Dengan demikian, jurisprudence mempunyai arti ilmu pengetuhan hukum, ilu 
hukum, atau ilmu yang mempelajari hukum.  
 Meurut poenardi purbacaraka dan soerjono soekanto,  jurisprudence  
berartiteori ilmu hukum atau algemene rechtsleer atau general theory of law. Jika 
jurisprudential (latin) berarti pengetahuan hukum (recthsgeleerheid). 
Jurisprudentie (belanda) sama artina dengan yurisprudensi (indonesia), berarti 
hukumperadilan atau hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 Dari uraian yang telah di jabarkan dapat kita ketahui bahwa istilah law 
mempunyai dua pengertian, yakni yang pertama, sebagai pedoman untuk 
mencapai keadilan atau disebut dengan hukum sama dengan istlah ius, droit, 
recht. Dan yang kedua, law juga berarti undang-undang , sama dengan  istilah lex, 
legi, loi, wet gesetz.  
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Jadi hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur 
hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barangsiapa yang 
melanggar norma hukum dapat di jatuhi sanksi atau di tuntut oleh pihak yang 
berwenang  atau oleh pihak yang hak-haknya di rugikan.18 
a. Sumber hukum perusahaan 
 Sumber hukum utama huum perusahaan ialah kitab undang-undang 
hukum dagang (KUHD) yang merupakan lex spesialis dari KUHPerdata.KUHD 
ini merupakan warisan hindia belanda berupa wetboek van koophandel (WvK), 
yang berdasarkan asas konkordansi masih terus berlaku sampai ada peraturan 
perundang-undangan Republik Indonesia yang menggantikannya. 
Kemudian berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, 
sumber hukum perusahaan adalah sebagai berikut:  
1. Undang-undang 
UU merupakan peraturan yang di buat oleh pemernta dengan persetujuan 
dewan perwakilan rakyat (pasal 5 ayat 1 jo.pasal 20 ayat 1 UUD 1945). Sesuai 
dengan tata urutan perundang-undangan Negara Repeublik Indonesia, yang 
mempunyai kedudukan sama dengan undang-undang adalah peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang ditetapkan oleh presiden 
ketika keadaan yang sangat mendesak. Perpu harus mendapat persetujuan 
DPR dalam persidangan berikutnya. 
Undang-undang yang berkaitan dengan perusahaan antara lain: 
a. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas 
b. Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan 
                                                             
18Umar said sugiarto,pengantar hukum Indonesia(Jakarta:.sinar grafika,2015)hl.6  
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c. Undang-Undang No.8 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan 
d. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN 
e.  Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang koperasi  
f. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal 
g. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal 
h. Undang-Undang No.33 dan 34 Tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan 
jasa raharja 
i. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang konvensi Washington 
mengenai sengketa modal asing di indonesia 
j. Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang paten 
k. Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek 
l. Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta 
m. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan 
kewajiban membayar utang 
n. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran 
o. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan 
2. Yurisprudensi  
 Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, yang secara umum memutuskan sesuatu persoalanyang 
belum ada pengaturannya pada sumber hukum yang lain. 
Perbedaan anatara yurisprudensi dan undang-undang adalah: 
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a. Yurisprudensi berisi perauran yang bersifat kongkret karena mengkiat 
orang-orang tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturan yang 
bersifat abstrak karena mengikat setiap orang 
b. Yurisprudensi terdiri dari bagian yang memuat identitas para 
pihak,konsiderans, dan dictum, sedangkan undang-undang terdiri dari 
konsiderans dan dictum di tambah penjelasanya. 
3. Kebiasaan 
 Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang 
dalam hal dan keadaan yang sama. Bila suatu perbuatan manusia telah di 
terima oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan dan kebiasaan ini selalu 
berulang kali dilakukan sehingga perbuatan yang berlawanan dengan 
kebiasaan itu di rasakan sebagai pelanggaran, timbullah suatu kebiassaan yang 
di pandang sebagai hukum. 
Syarat-syarat suatu kebiasaan bisa menjadi hukum antara lain sebagai berikut: 
a. Syarat materil, yaitu adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap dan di 
ulang dalam jangka waktu yang lama 
b. Syarat intelektual, yaitu kebiasaan itu menimbulkan keyakinan bahwa 
perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum. 
c. Adanya akibat hukum apabila di langgar 
Dalam kaitanya dengan perusahaan, kebiasaan yang di maksudakan adalah 
perbuatan berulang-ulang yang di ikuti oleh para pengusaha guna 
mencapai tujuan yang di sepakati. Menurut abdul kadir Muhammad, 
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kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan adalah kebiasaan 
yang memenuhi kriteria antara lain : 
a. Perbuatan yang bersifat keperdataan  
b. Mengenai kewajiban dan hak yang seharusnya di penuhi 
c. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan  
d. Di terima oleh pihak-pihak secara sukarela karena di anggap hal yang 
logis dan patut 
e. Menuju akibat hukum yang di kehendakioleh para pihak 
4. Perjanjian internasional 
 Perjanjian internsional adalah perjanjian yang di adakan oleh dua Negara 
atau lebih (bilateral atau multirateral). Perjanjian internasional yang 
mempunyai kedudukan yang sama dengan undang undang karena perjanjian 
dengan Negara lain hanya dapat di lakukan dengan persetujuan DPR. Pasal 11 
UUD 1945 menyatakan :  
“presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat dapat menyatakan 
perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.” 
 Perjanjian internasional pada umumnya berbentuk konvensi yang disetujui 
danditandatangani oleh Negara-negara peserta konvensi. Contoh konvensi 
dalam bidang perdagangan adalah hague rules incoterm 1990(bidang angkutan 
laut), CISG (united nation convention on contract for the internasional sale of 
goods), UCP 600 (uniforms customs and practice for documentery credit), 
incoterm 2010 (internasional commercial terms), dan lain-lain. 
5. Doktrin/pendapat para ahli 
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 Mengenai pendapat para ahli hukum,  pernah dikenal pendapat umum 
yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari communis 
opinion doctorum (doktrin) mempunyai kekuatan mengikat sebagai sumber 
hukum. Pendapat para ahli ini dapat di pergunakan sebagai landasan untuk 
memecahkan masalah-masalah yang langsung atau tidak langsung berkaitan 
satu sama lain.   
b. sumber hukum akuisisi 
1. Undang-Undang  
a) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat 
b) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas 
c) Peraturan pemerintah No.57 Tahun 2010 penggabungan atau peleburan badan 
usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
c. Penerapan pendekatan per se legal dan rule of reason dalam hukum persaingan 
a) Perbedaan sifat larangan per se illegal dengan rule of reason 
Larangan per se illegal, membahayakan beberapa jenis perjanjian usaha 
seperti penetapan harga, dianggap secara nyata bersifat anti-komperatif dan 
merugikan kepentingan umum, tanpa sebuah urgensi untuk menentukan 
apakah perjanjian itu sebenarnya telah menciderai persaingan dai dalam pasar 
ataukah tidak. Sebuah perbutan yang menggunakan pendekatan larangan per 
se illegal artinya perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan anti-
persaingan dan perbuatan tersebut dlarang, terlepas dari apakah perbuatan itu 
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mempunyai dampak yang mungkin secara substansial mengurangi atau 
menghalangi persaingan. Alsan di balik dilarangnya konsep per se illegal ialah 
bahwa sebuah perbuatan dilarang untuk dilakukan karena sangat mungkin 
merugikan bagi kesejahteraan ekonomi, sehingga tidak mungkin bermanfaat, 
yang harus dilarang tanpa pertanyaan lebih lanjut tentang dampaknya terhadap 
persaingan.  
   Seangkan larangan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan 
oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai 
dampak dari sebuah perjanjian atau kegiatan usah tertentu, guna menentukan 
apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat  menghalangi atau 
justrubersifat mendukung persaingan. Sebuah perbuatan akan menggunakan 
larangan rule of reason, maka harus dimuali  dengan pencarian dari pada 
fakta-fakta dan kemudian menguji apakah perbuatan tersebut menunjukkan 
adanya akibat yang bersifat anti persaingan atau adanya kerugian yang nyata 
terhadap persiangan dan bukan kepada pembuktian terhadap apakah 
perbuatan-perbuatan tersebut bersifat adil ataupun menyakitkan. 
Sebagaimana dijelaskan, bahwa penerapan kedua pendekatan tidaklah 
mudah.lembaga otoritas persaingan harus mempunyai sebuah pressepsi yang 
sama terhadap pengertian yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan mutlak 
melanggar ataupun dapat diputuskan setelah melihat kepada argumentasi 
alasan rasionalitas sebuah tindakan. Setiap Negara mempunyai kewenangan 
untuk menentukan dasar penilaian apakahsebuah perbuatan anti persaingan 
ditetapkan berdasarkan larangan per se illegal atau rule of reason. Dan sebagai 
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konsekwensinya ialah terdapat perbedaan dasar pertimbangan untuk 
menentukan sebuahperbuatan anti persaingandiatur secara per se illegal atau 
rule of reason. 
b) Penggunaan sifat larangan per se illegal dan rule of reason dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 
        Kedua metode pendekatan tersebut juga digunakan dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 199, tidak menyatakan secara eksplit mana saja 
perbuatan yang diletakkan dibawah larangan per se illegal dan mana saja 
perbuatan yang bersifat rule of reason. Terdapat sebuah petunjuk dalam 
rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk menentukan 
sifat larangan yang akan diterapkan.jikalau didalam pasal mengandung 
kalimat “dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat” maka perbuatan anti persaingan didalam pasal 
tersebu tbersifat rule of reason. Dan sebaliknya jikalau tidak mengandung 
frasa mengenai kemungkinan akibat, maka perbuatan anti dalam ketentuan 
pasal tersebut bersifat per se illegal. Dengan kondisi yang demikian, maka 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyerahkan penentuan pendekatan 
larangan keatas perbuatan anti persaingan menggunakan per se illegal atau 
rule of reason kepada KPPU. Hal ini termuat jelas dalam ketentuan pasal 35 
mengenai tugas komisi. 
          Dengan berpedoman dengan ada tidaknya frasa yang mensyaratkan 
bahwa perbuatan anti persaingan baru akan dianggap melawan Undang-
Undang jika telah menimbulkan akibat terhadap persaingan yang sehat atau 
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menimbulkan praktik monopoli, maka secara keseluruhan terdapat tiga jenis 
penggolongan sifat perbuatan anti persaingan di dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 terbagi dalam 3 jenis, yaitu bersifat per se illegal , 
bersifat rule of reason, dan secara normatif bersifat per se illegal namun dalam 
putusan KPPU menerapkan secara rule of reason. Berikut ini gambaran secara 
keseluruhan sifat larangan dalam masing-masing jenis perbuatan anti 
persaingan: 
Klasifikasi larangan dalam perbuatan anti persaingan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 
NO Jenis Perjanjian Pasal Sifat larangan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Oligopoli 
Penetapan harga 
Diskriminasi harga 
Perjanjian penetapan harga predator 
Penetapan harga jualan semula 
Perjanjian pembagian wilayah 
Pemboikotan 
Kartel 
Trust 
Oligopsoni 
Integrasi vartikal 
Exclusive distribution agreement 
Tying agreement pasal 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 (1) 
15 (2) 
Rule of reason 
Per se illegal 
Per se illegal 
Rule of reason 
Rule of reason 
Rule of reason 
Per se illegal 
Rule of reason 
Rule of reason 
Rule of reason 
Rule of reason 
Per se illegal 
Per se illegal 
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
 
23 
 
24 
 
 
25 
26 
 
 
27 
Vertical agreement on discaount pasal 
Perjanjian luar negeri 
Monopoli 
Monopsoni 
Penguasaan pasar 
Kegiatan menjual rugi 
Kecurangan dalam menetapkan biyaya 
produksi 
Persekongkolan tender 
Persekongkolan membocorkan rahasia 
dagang/perusahaan 
Persekongkolan menghambat 
perdagangan 
Posisi dominan 
 
 
 
 
Jabatan rangkap 
 
 
Pemelikan saham 
 
 
 
 
 
Marger,akuisisi dan konsolidasi 
15 (3) 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 
22 
23 
 
24 
 
25 
 
 
26 
27 
 
 
28-29 
Per se illegal 
Rule of reason 
Rule of reason 
Rule of reason 
Rule of reason 
Rule of reason 
Rule of reason 
 
Rule of reason 
Rule of reason 
 
Per se illegal 
 
Normatif : Per se 
illegal Putusan KPPU 
Rule of reason 
 Rule of reason 
Normatif : Per se 
illegal Putusan KPPU 
Rule of reason 
Rule of reason 
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BAB III 
PROSES PENYELESAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERKARA AKUISISI 
OLEH KPPU 
A. Duduk perkara 
PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk  diduga melanggar Pasal 29 UU No 5 Tahun 1999 yang 
berbunyi : 
(1) Penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, 
wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 
penggabungan, peleburan, pengambilalihan tersebut. 
(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah 
 
 jo Pasal 5 PP No. 10 Tahun 2010 yang berbunyi : 
(1) Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau penggambilalihan saham 
perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 
tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak 
tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggambungan badan usaha, peleburan 
badan usaha, atau pengambil alihan saham perusahaan. 
Jumlah tertentu yang di maksud dalam ayat (1) terdiri atas 
a. Nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); 
dan atau; 
b. Nilai penjualan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) 
 
Bahwa nilai penjualan dan atau asset hasil penggabungan atau peleburan atau 
pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan aset yang dihitung berdasarkan 
penjumlahan nilai penjualan dan atau aset tahun terakhir yang telah di audit dari masing-
masing pihak yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan di tambah 
dengan nilai penjualan dan atau aset dari seluruh badan usaha yang secara langsung maupun 
tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha yang melakukan 
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.   
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 PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk merupakan badan usaha yang mengambil alih PT. Citra 
Asri Property yang dimana Pada awalnya nilai asset PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk dan 
anak perusahaannya di Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (audited) di 
nyatakan dalam rupiah adalah : 
 
Nama Perusahaan 
 
PLAZA INDONESIA REALTY (100.00%) 
ASET SALES 
31 Desember (dalam RP) 
2011 
2012 
2013 
4,232,841,288,000 
3,950,266,763,000 
4,126,804,890,000 
909,589,677,000 
1,709,975,626,000 
1,393,191,548,000 
          
        Sedangkan nilai penjualan aset dari PT. Citra Asri Property setelah di  dalam kurun waktu 3 
tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah: 
 
Nama Perusahaan 
Citra Asri Property 
ASET SALES 
31 Desember (dalam RP) 
2011 
2012 
2013 
10, 862, 664,330 
9,691,242,827 
9,671,440,320 
0 
0 
0 
          
        Kemudian nilai asset dari badan usaha pengambil alih dengan badan usaha yang di ambil 
alih per 31 desember 2013 (dalam hal ini PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk dan PT. Citra Asri 
Property) adalah sebesar Rp. 4,136,476,330,320 (empat triliun seratus tiga puluh enam miliar 
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empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) di mana 
dalam hal ini nilai aset tersebut telah melebihi batasan nilai asset Rp.2,500,000,000,000. Yang 
membuat PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk memiliki kewaajiban untuk melakukan pemberitahuan 
pengambilalihan saham kepada KPPU.  
       Selain itu berdasarkan komposisi kepemilikan saham dari kedua perusahaan tersebut tidak di 
temukan hubungan afiliasi sebelum pengambilalihan saham namun berdasarkan ketentuan Pasal 
7 PP No.57/2010 bahwa kewajiban menyammpaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku 
bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, 
pengambil alihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.  
         Maka oleh karena itu PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk seharusnya menyampaikan 
pengambilalihan selambat-selambatnya pada tanggal 15 desember 2014, sedangkan bedasarkan 
perhitungan yang dilakukan oleh KPPU pihak PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk menyampaikan 
pemberitahuannya kepada KPPU pada tanggal 13 mei 2016. Hal ini dikarenakan PT. Plaza 
Indonesia Realty, Tbk salah dalam menfsirkan batas ketentuan minimum nilai aset untuk 
kewajiban pelaporan kepada KPPU.   
Berdasarkan keterlambatan inilah PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk di duga melanggar Pasal 29 
Undang-Undang No.5 Tahun 1999 jo Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010. 
B. Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Akuisisi Perusahaan 
       Hukum beracara di KPPU ditetapkan oleh KPPU dan sejak berdiri di tahum 2000, hukum 
acara ini telah mengalami satu kali perubahan dari SK No. 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang tata 
cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 
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(SK 05) menjadi Peraturan  Komisi No. 1 Tahun 2006  tentang tata cara penanganan perkara di 
KPPU (Perkom 1/2006) yang mulai efektif berlak 18 Oktober 2006. 
         Memahami hukum acara yang berlaku akan memudahkan pemahaman terhadap isi putusan 
kerena putusan KPPU mencoba untuk menggambarkan tahapan-tahapan yang dilaluli didalam 
hukum acara yang berlaku sehingga berpengaruh terhadap struktur putusan KPPU. Namun 
demikian, hukum acara untuk permasalahan hukum persaingan hanya diatur dalam Undang-
Undang Antimonopoli dan keputusan KPPU No. 5 Tahun 2000 tentang tata cara penyampaian 
laporan penaganan dugaan pelanggaran terhadap  Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Tidak 
dijelaskan apakah apabila dalam praktik ketentuan tersebut tidak memadai dapat digunakan 
hukum acara berdasar ketentuan KUHAP.  
          KUHAP dirujuk dalam hal ini karena fungsi penyelidikan dan pemeriksaan tidak dikenal 
dalam Hukum Acara  Perdata. Selain itu juga karena yang ingin dicari oleh KPPU adalah 
kebenaran materil, sedangkan yang akan dicari dalam Hukum Perdata adalah kebenaran formil. 
Dalam mencari kebenaran  materil diperlukan keyakinan KPPU bahwa pelaku usaha melakukan 
atau tidak melakukan perbuatan yangmenyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan 
usaha tidak sehat.19 
      Untuk menimbulkan sebuah keyakinan, maka Komisi harus memamstikan ada tidaknya 
perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha dalam proses 
mencari kepastian tersebut, komisi berwenang memanggil pelaku usaha dengan alasan yang 
cukup diduga telah melakukan pelanggaran.20 Yang dimaksud dengan dugaan yang cukup 
                                                             
19
 Destivanov wibowo dan harjon sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha (Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada,2005)hl.365  
20
 Krud Hansen, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persangan Usaha Tidak sehat. (Jakarta: 
katalis-publishing-media services,2002) hl. 384  
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beralasan adalah dugaan yang dihasilkan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh komisi. 
Pelaku usaha di beri hak untuk mengemukakan pendapatnya sebagai upaya pembelaan diri 
terhadap tuduhan yang di ajukan oleh komisi. Setelah adanya dugaan dan mendengarkan 
pembelaan pelaku usaha, demi mendapatkan kebenaran materil, maka komisi dapat melakukan 
pembuktian dengan cara memanggil saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap 
mengetahui pelanggaran. Disamping itu, akta juga dapat digunakan sebagai alat bukti. 
         Setelah melakukan penyelidikan, mendengarkan pembelaan dari pelaku usaha dan 
melakukan pembuktian, maka komisi dapat mengambil keputusan. Keputusan berupa ada tidak 
adanya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang diperiksa serta ada tidaknya kerugian dari 
pihak pelaku usaha lain sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Dengan melihat pada proses 
penyelidikan sampai dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh komisi, maka jelaslah 
bahwa kebenaran yang di cari dalam pekara monopoli dan persaingan usaha adalah kebenaran 
mateil yang berdasar pada bukt-bukti yang nyata, serta keyakinan komisi yang tidak 
terbantahkan.  
a. Pemeriksaan oleh KPPU 
     Dalam melaksankan tugasnya mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, KKPU 
berwenang untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha, saksi, 
ataupun pihak lain baik karena adanya laporan (Pasal 39) yang berbunyi :  
(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 dan 2, komisi 
wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh ) hari setelah menerima laporan, komisi wajib  menetapkan perlu atau 
tidakya dilakukan pemeriksaan lannjutkan 
(2) Dalam pemeriksaan lanjutan, komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku 
usaha yang dilaporkan  
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(3) Komisi wajib menjaga kerahasian informasi yang diproleh dari pelaku usaha yang 
dikategorikan sebagai rahasia perusahan 
(4) Apabila di pandang perlu komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan 
atau pihak lain 
(5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), 
anggoya komisi dilengkapi dengan surat tugas. 
 
 maupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif KPPU sendiri (Pasal 40) yang 
berbunyi : 
(1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan 
terjadi pelanggaran Undang-Undang ini walaupun tanpa adanya laporan. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilaksankana sebagaimana diatur 
dalam pasal 39  
b. Jenis Pemeriksaan Oleh KPPU 
1) Pemeriksaan pendahuluan  
      Pemeriksaan pendahuluan dapat dimulai setelah KPPU mengeluarkan surat 
penetapan atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Pasal 
39 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan 
adalah 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penetapan dimulainya suatu pemeriksaan 
pendahuluan.  
      Dalam pemeriksaan pendahuluan Majelis Komisi memanggil Terlapor untuk hadir dalam 
pemeriksaan pendahuluan dengan surat panggilan yang patut. Investigator membacakan 
laporan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor di mana dalam hal ini terlapor di  
duga terlambat melakukan pemberitahuan pengakuisisian kepada komisi. Dalam pemeriksaan 
pendahuluan Terlapor dapat mengajukan tanggapan terhadap dugaan pelanggaran, nama saksi 
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dan nama ahli, dan surat dan/atau dokumen lainnya (Buku Ketujuh Perkom Nomor 1/2010 
Pasal 45).  
2) Pemeriksaan lanjutan  
      Tahap berikutnya setelah tahap pemeriksaan lanjutan sebelum dilakukan pemeriksaan 
lanjutan, KPPU mengeluarkan surat keputusan untuk di mulainya pemeriksaan lanjutan. 
Dilakukan oleh KPPU bila telah ditemukan adanya indikasi praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, atau apabila KPPU memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan 
penyelidikan dan pemeriksaan secra lebih mendalam mengenai kasus yang ada. Pasal 43 UU 
No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan lanjutan adala 60 (enam 
puluh) hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat di perpanjang paling lama 
30 (tiga puluh) hari. 
       Pelaku usaha yang sedang diperiksa oleh KPPU, mempunyai status hukum yang berbeda 
tergantung jenis perkaranya apakah laporan atau inisiatif. Apabila pemeriksaan perkara 
berdasarkan adanya laporan, maka pelaku usaha yang diperiksa disebut sebagai “terlapor” 
sedangkan untuk perkara yang berdasar inisiatif, pelaku usaha yang diperiksa disebut sebagai 
”saksi” 
       Di dalam kasus yang diangkat oleh penulis setelah mengkaji dengan seksama Putusan 
Perkara Nomor : 02/ KPPU-M/2017, PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk di dalam pemeriksaan 
lanjutan di periksa sebagai  “terlapor”  hal ini tercantum dalam putusan tentang duduk perkara : 
1. Menimbang bahwa sekertariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhdap 
pemberitahuan yang di laporkan oleh , PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk atas 
pengambilalihan saham PT. Citra Asri Property;------------- 
c. Tahap Pemiriksaan Oleh KPPU 
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a) Panggilan 
        Sebelum proses pemeriksaan dilaksankan, KPPU terlebih dahulu menyampaikan 
panggilan kepada pelaku usaha, saksi, atau pihak lain untuk hadir dalam proses 
pemeriksaan. Surat penggailan dari KPPU biasanya memuat tanggal, hari, jam sidang, 
serta tempat persidangan yang akan dilaksanakan. 21  
        Pelaku usaha atau saksi yang telah dipanggil namun tidak hadir dalam 
persidangan di KPPU dapat diancam dengan tidak kooperatif yang melanggar Pasal 
42 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: 
Alat-alat bukti pemeriksaan komisi berupa : 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Surat dan atau dokumen  
d. Keterangan pelaku usaha  
Kemudian perkara diserahkan kepada diserahkan kepada kepolisian karena melanggar 
Pasal 41 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: 
(1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang 
diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. 
(2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan 
dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau 
pemeriksaan. 
(3) Pelenggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh komisi diserahkan kepada penyidik untuk 
dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
                                                             
21 Destivanov wibowo dan harjon sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha (Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada,2005) hl.27  
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     Yang dimana dalam hal ini ketika  Pelaku usaha atau saksi tidak memenuh surat 
panggilan yang telah KPPU buat ,  ini berarti bahwa perkara berubah rana menjadi rana 
pidana. 
        Di dalam kasus yang diangkat oleh penulis setelah mengkaji dengan seksama Putusan 
Perkara Nomor : 02/ KPPU-M/2017, PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk di dalam proses 
panggilan untuk melakukan pemeriksaan PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk bersifat kooperatif 
ketika di panggil oleh Komisi untuk melakukan penyelidikan 
b)  Pemeriksaan 
a. Adsministratif 
Prosedur adsminitratif meliputi: 
(1)  pemeriksaan identitas: 
bahwa majelis komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: 
PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk didirikan dengan nama PT. Bimantara Eka 
Santosa berdasarkan Akta No. 40 tanggal 5 november 1983 dibuat dihadapan 
Winanto Wiryomartani, S.H., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh 
menteri kehakiman Republik Indonesia dalam Keputusan No. C2-6944-
HT.01.01.Th.84 tanggal 8 desember 1984 serta telah diumumkan di berita 
Negara No. 95, tambahan No. 1466 tanggal 28  November 1986.  PT. 
Bimantara Eka Santosa kemudain berubah nama menjadi PT. Plaza Indonesia 
Realty, Tbk  berdasarkan akta No.129 tanggal 20 desember 1990. dibuat 
dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., notaris di Jakarta yang telah disahkan 
oleh menteri kehakiman Republik Indonesia dalam Keputusan No. C2-6944-
HT.01.01.Th.84 tanggal 31 mei 1991. Anggaran dasar terakhir PT. Plaza 
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Indonesia Realty, Tbk adalah yang telah di sesuaikan OJK (Otoritas Jasa 
Keungan) berdasarkan akta No.34 tanggal 30 april 2015 yang dibuat 
dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta 
yang telah disahkan oleh menteri kehakiman Republik Indonesia dalam 
Keputusan No.AHA-AH.01.03.0930881 tertanggal 11 mei 2015 serta telah 
diumumkan diberita Negara No.95, Tambahan No.1601/L tanggal 27 
november 2015;----------------------- 
Di dalam prakteknya, terlapor melakukan kegiatan usaha antara lain terkait 
dengan penyewaan ruang pusat perbelanjaan dan perkantoran, perhotelan, dan 
penjualan apartemen;------- 
(2) Pembacaan Hak (pelaku usaha, saksi, atau pihak lain) 
Menurut pasal 39 ayat (3) UU No.5 Tahun 1999 yang menyatakan komisi 
wajib menjaga kerahasian informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang di 
kategorikan sebagai rahasia perusahaan. Dan Menurut pasal 39 ayat (5) UU 
No.5 Tahun 1999  dalam melakukan pemeriksaan  anggota komisi dilengkapi 
dengan surat tugas. Menurut Pasal 7  ayat (2) huruf h dan pasal 8 ayat (2) 
huruf j Perkom No.1 Tahun 2010, pihak yang diperiksan tersebut baik pelapor 
maupun terlapor berhak didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu advokat 
sebagaimana diatur dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
b. Pokok Permasalahan  
        Dalam memeriksa pokok permasalahan, terdapat dua tahap yaitu 
pemeriksaan oleh KPPU dan pemberian kesempatan pada pelaku usaha untuk 
menyampaikan keterangan atau dokumen. Pemeriksaan yang dilakukan oleh 
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KPPU sifatnya searah, artinya KPPU memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 
pelaku usaha,  sedangkan pelaku usaha tidak diberi kesempatan untuk membrikan 
tanggapan atas dokumen yang diperoleh KPPU atau saksi yang diterima.22  
          Pelaku usaha diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca Berita 
Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila diperlukan dan disetujui oleh KPPU, pelaku 
usaha dapat memberikan koreksi atas BAP tersebut. Sebelum sidang ditutup, baik 
dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan KPPU 
memberikan kesempatan pada pelku usaha atau saksi untuk memberikan 
keterangan atau dokumen tambahan. Bagi pelaku usaha, keterangan atau 
dokumen tambahan ini berfungsi sebagai bentuk pembelaan.   
          Di dalam kasus yang diangkat oleh penulis setelah mengkaji dengan 
seksama Putusan Perkara Nomor : 02/ KPPU-M/2017, PT. Plaza Indonesia 
Realty, Tbk pokok permasalahan dalam kasus ini ialah: tentang keterlambatan 
pemberitahuan yang dilakukan oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk  kepada 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 
c. Pembuktian 
         Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 menentukan bahwa yang dapat dijadikan alat 
bukti dalam pemeriksaan oleh KPPU terdiri dari keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat dan  atau dokumen, petunjuk, keterangan, terlapor/saksi pelaku usaha. 
Keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara yang rumit. Saksi ahli dapat di 
hadirkan atas inisiatif pelaku usaha maupun KPPU. Walaupun tidak ada definisi 
yang pasti tentang saksi ahli dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak 
                                                             
22 Destivanov wibowo dan harjon sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha (Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada,2005) hl.36 
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sehat, dapat diseimpulkan bahwa pengertian ahli disini adalah orang yang 
mempunyai keahlian dibidang praktik monopoli dan persaingan usaha, dan 
memahami bidang usaha yang di lakukan oleh pelaku usaha yang sedang di 
periksa oleh komisi. 
          Pelaku usaha maupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan 
posisinya/keterangannya. Setiap dokumen yang diserahkan akan diterima oleh 
KPPU. Majelis KPPU kemudian akan memberikan penilaian tehadap dokumen 
tersebut. Dokumen pelaku usaha, dianggap mempunyai sifat yang objektif, oleh 
karena itu dalam perkaran monopoli dan persaingan usaha, dokumen pelaku usaha 
mempunyai kekuatan pembuktian yang khusus.23   
           Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan petunjuk itu 
mempunyai kesesuaian dengan petunjuk lainnya atau sesuai dengan perbuatan 
atau perjanjian yang di duga melanggar UU No. 5 Tahun 199. Suatu petunjuk 
yang didapat dalam bentuk tertulis, kekuatan pembuktiannya dianggap sama 
dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen. Penggunanaan alat bukti 
petunjuk dalam perkara  monopoli dan persaingan usaha tidak dapat 
disamaratakan, melainkan di tentukan dari kasus per kasus. 
               Alat bukti petunjuk merupakan indercet evidence yang dapat diterima 
dalam hukum persaingan. Dinegara lain juga demikian. Misalnya, diaustralia, 
untuk menentukan adanya kesepakatan (meeting of the minds) yang diharuskan 
dalam pembuktian adanya perjanjian yang melanggar hukum persaingan, bukti 
situasional (circumstantial evidence)  bisa dipakai yakni yang berupa: petunjuk 
                                                             
23Krud Hansen, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persangan Usaha Tidak sehat. (Jakarta: 
katalis-publishing-media services,2002) hl. 395 
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perbuatan yang parallel, petunjuk tindakan bersama-sama, petunjuk adanya 
kolusi, petunjuk adanya struktur harga yang serupa dan lain sebagainya. 
d. Pembacaan Putusan  
         Pasal 43 ayat (3)  UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa setelah 30 
(tiga puluh) hari pemeriksaan, maka KPPU wajib memeutuskan apakah telah 
terjadi pelanggaran ataupun tidak. Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (3)  UU No. 5 
Tahun 1999 disebutkan bahwa pengambilan kepeutusan itu  di ambil dalam suatu 
sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya  3 (tiga) orang anggota 
Komisi. 
                Putusan Komisi tersebut  harus dibacakan dalam sidang yang terbuka 
untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha (Pasal 43 ayat (4)  
UU No. 5 Tahun 1999). Bersdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (4)  UU ini yang 
dimaksudkan dengan pemberitahuan kepada pelaku usaha tersebut adalah 
penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha atau kuasa hukumnya  
            Di dalam kasus yang diangkat oleh penulis setelah mengkaji dengan 
seksama Putusan Perkara Nomor : 02/ KPPU-M/2017, Majelis Komisi di dalam 
Diktum/Amar Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009:  
Setelah Mejelis KPPU Perwakilan Makassar menimbang Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 
1999 tentang Praktik Monolpoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diduga 
dilanggar oleh Terlapor yaitu PT. Plza Indonesia Ralty, TBK sebagaimana dalam perkara 
tersebut, maka Majelis KPPU menjatuhkan putusannya sebagai berikut: 
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1. Menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 
Pasal 29 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah 
Nomor 57 Tahun 2010;---------------- 
2. Menghukum terlapor membayar denda sebasar Rp.1.000,000,000,- (satu 
miliar rupiah) yang harus di setorkan kepada kas Negara sebgaisetoran 
pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha melalui bank 
pemerintah dengan kode penermaan 423755 (pendapatan denda pelanggran di 
bidang persaingan usaha);--------------------------- 
3. Bahwa setelah terlapor melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti 
pembayaran denda tersebut harus dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;---------
----------------------------------------  
C. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi 
Menimbang bahwa berdarkan pertimbangan dan uraian di atas, majelis komisi sampai 
pada kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa terbukti telah terjadi pengambilalihan saham PT. Citra Asri Property oleh 
terlapor 
2. Bahwa terbukti nilai asset dan atau nilai penjualan terlapor dan PT. Citra Asri 
Property, setelah pengambilalihan saham memenuhi jumlah tertentu sebagaimna 
diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 
3. Bahwa terbukti adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada komisi 
setelah tanggal efektif yuridis, yaitu terlambat selama 345 (tiga ratus empat puluh 
lima hari kerja). 
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BAB IV 
PERTIMBANGAN KOMISI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DENDA 
 
       Bahwa karena Terlapor diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-
Undang  Nomor. 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan Pemerntah Nomor 57 Tahun 2010, maka 
hanya Pasal tersebut juga yang dianalisis dan ditimbang oleh majelis Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Makassar sebagaimana secara berurutan berikut. 
a. Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi. 
(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi 
jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. 
(2) Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta tata cara 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah 
 
Untuk menyatakan Terlapor yaitu PT. Plaza Indonesia Realty,Tbk terbukti melakukan 
Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tersebut, maka Majelis KPPU 
menimbang unsur-unsur Pasal 29 tersebut sebagai berikut: 
 
a. Pengambilalihan saham 
Pengambilalihan saham (sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999) 
1. Bahwa Pasal 28 ayat (2) mengatur “pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan 
saham perusahaan lain cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud adalah Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 
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2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 57  Tahun 2010, batasan nilai untuk melakukan 
pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan kepada komisi  
3. Bahwa nilai asset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan 
melebihi Rp.2.500.000,000,000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) 
4. Bahwa nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan 
Rp.4.136.476,330,320 (empat triliyun seratus tiga puluh enam miliyar empat ratus tujuh 
puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) telah melebihi batasan 
nilai asset Rp.2.500.000,000,000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah)  
5. Bahwa berdasarkan nilai asset dan atau nilai penjualan sebagaimana menurut ketentuan 
Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor.57 Tahun 2010, tentang batasan nilai untuk 
melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan kepada komisi 
Bahwa nilai asset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan 
melebihi Rp.2.500.000,000,000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Dan majelis menilai 
terlapor telah melkaukan pengambilalihan saham PT. Citra Asri Property (Plaza Indonesia 
Urban) yang berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 4 November 2014 berdasarkan surat 
Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor: AHU-3928.40.22.2014 maka wajib melaporkan selambat-lambatnya terhitung 30 
hari kerja sejak tanggal efektif yurids pengambilalihan saham kepada KPPU yaitu pada 
tanggal 15 Desember 2014. Yang telah di uraikan tentang nilai asset dan atau nilai penjualan 
setelah pengambilalihan saham, pengambilalihan saham PT. Citra Asri Property oleh 
terlapor telah mengakibatkan nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah yang 
telah ditentukan,  jadi dengan demikian unsur nilai asset dan/atau nilai penjualan yang 
melebihi jumlah tertentu telah terpenuhi.  
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b. Keterlambatan pemberitahuan kepada  komisi 
1. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang berakibat nilai 
asset dan atau nilai penjualanya melebihi jumlah tertentu,  wajib memberitahukan 
kepada komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari ) sejak tanggal efektif yuridis 
pengambilan saham tersebut. 
2. Tentang keterlambatan yang di lakukan oleh terlapor kepada komisi terkait dengan 
pengambilalihan saham PT. Citra  asri property oleh terlapor pada tanggal 31 mei 
2016 adalah terlambat selama 345 (tiga ratus empat puluh lima hari kerja) terhitung 
dari 30 hari kerja sejak tanggal efktif yuridis penggabungan atau peleburan badan 
usaha dan pengambilalihan saham perusahaan. Dan dengan demikian, unsur 
keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada komisi terpenuhi. 
 
    Dan jika sesama Komisi dalam satu kasus yang sama memiliki perbedaan pendapat maka para 
Komisi akan menmusyawarahkan lagi, mencari jalan yang paling tepat sebulum menjatuhkan 
putusan.    
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Proses penyelesaian perkara akuisisi oleh KPPU haruslah melewati tahap-tahap sebagai 
berikut : 
a. Pemeriksaan pendahuluan  
b. Pemeriksaan lanjutan  
c. Panggilan 
d. Pemeriksaan 
e. Pokok permasalahan 
f. Pembuktian 
g. Pembacaan putusan 
2. Pertimbangan hukum yang di ambil oleh komisi dalam menjatuhkan putusan denda ialah 
: 
a. Bahwasanya terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah 57 Tahun 
2010. 
b. Dalam hal ini terlapor dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- 
(satu miliar rupiah) yang harus disetorkan kepada kas Negara sebagai setoran 
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja komisi 
pengawas persaingan usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 
423755 (pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha) 
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c. Bahwa setelah terlapor melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti 
pembayaran yang telah di setorkan oleh terlapor harus dilaporkan dan diserahkan 
kepada KPPU.  
B. Saran  
1. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Komisi  sudah tepat, dan KPPU sebagai 
lembaga yang mengawasi pelaksanaan praktik persaingan usaha dalam hal penanganan perkara 
sudah baik, maka perlu dipertahankan kedepannya agar tidak mengalami penurunan peforma, 
agar kendala dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak lagi menjadi hambatan. 
2. Baiknya para pelaku usaha sebelum melakukan penggabungangan. peleburan dan 
pengambilalihan perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 
57 Tahun 2010, pasal ini memberikan hak kepada pelaku usah untuk melakukan konsultasi 
kepada Komisi secara sukarela baik secara tertulis maupun lisan sebelum melaksanakan 
penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, agar tidak terjadi di kemudian hari kasus yang 
sama seperti di alami oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk ketika mengakuisisi atau mengambi 
alih PT. Citra Asri Property.  
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